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nkan datam suatu perjanjian terjadi
adanya wanprestasi dari debitor

an hukurn yang diharapkan dari
perjanjian yang dibuat oteh para

3fr\ak.
Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi

Sagai tindakan hukum yang dilakukan
eh pengaditan kepada pihak yang katah
de(am suatu perkara, merupakan aturan
{@'r tata cara lanjutan dari proses
mtrneriksaan perkara. Oteh karena itu
ccekusi tiada lain daripada tindakan yang
hesinambungan dari keseturuhan proses
lnJrum acara perdata.

Hasit dan eksekusi adatah
ndetangan barang agunan mitik debitor.
te{akanaan letang pada dasarnya harus
esr.ni dengan tata cara (prosedur) yang ada
ffiftu sesuai dengan ketentuan undang-

-xnal tlmioh Pendidikan Tinggi, Vol.S No,2 Agustus 2012.

PERLINDUNGAN HUKUM TflRHADAF
PEMBELI BARANG HASIL LEI.ANG EKSEKUSI

(STI..'DI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN }.iEGARA DAN LEI.ANG (KPKNL})
CABANG SUI{IATERA UTARA

Oteh

E'SMI MHMIWITA NASUTION
Dosen Kopertis Wit. I Sumatera Utara, dpk. ST|H Muhammdiyah Asahan

Abstract

ln setling out to public by auction is a matter that hos been ruled and for it is
fted particularly as contained on the Auction Regulations made by Dutch ruler namely

fu Reglentent, Staatsbfad No. 189 of 19A8 ond got amendment to Staatbtad of 1941 No.3
to adopt it througlt now an effective still with other regul.atians. ln administering an

, tegal protection fcr buyer in auction with exeeulion espeeially to one with good
,r is highly required particutarly for realizing justice, effectiveness and legat certiinty
ta the existence of law purpase. This study is infended ta knaw how the legat
tion to the buyer of auctian executed and whether the regulations ovailable is in

t to generate the protectian or require yet more explonctfon for legal certainty
buyer in auction axecution.

: {ego{ protec{,ian, buyer in auction with execution, KpKNL.

PENDAHULUAN undang yang berlakr.l, yang memberikan
akibat, apabiia ditanggar maka akan
menimbutkan sanksi hukum bagi para
pihak yang metaksanakannya dan akan
dimintakan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan keputusan tersebut. Untuk
petaksanaan [elang ditakukan pada
(Kantor Petayanan Piutang dan Letang
Negara KPZLN) yang berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2006 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eseton I Kementerian Repubtik
lndonesia. kemudian berganti nama
menjadi Kantor Petayanan Kekayaan
Negara dan Leiang (KPKNL), dan untuk
selanjutnya penyebutan nama kantor ini
menjadi KPKNL.

Datam kaitannya dengan letang,
untuk tersetenggaranya suatu [etang
maka ada pihak-pihak yang berperan
serta aktif didalamnya, yaitu pejabat
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Petaksanan putusan pengaditan
) terhadap suatu jaminan yang

merupakan satah satu bentuk



letang, penjua[, peserta [etang, pembeti,
dan pengawas letang. Pihak yang
dimaksudkan datam penelitian ini adatah
peserta tetang yang menjadi pemenang
telang (pembeti bararig tetang) yang
beriktikad baik, rnetaksanakan ketentuan
dan memenuhi persyaratan peserta tetang.

Berdasarkan beberapa kasus yang
ada, tertihat bahwa masih dimungkinkannya
barang yang diletang dapat digugat oteh
pihak debitor ataupun pihak ketiga dari
barang tersebut. Atangkah tidak aditnya
pqgi pemenang lelang (pembeti barang
tetang) yang beriktikat baik dikemudian hari
ikut digugatltergugat oteh pihak-pihak yang
berperkara yaitu debitor dan atau piha[
ketiga yang akhirnya mengakibatkan barang

Iang dibetinya tidak didapatkannya.
Gugatan biasanya terjadi pada barang yang
diagunkan oteh debitor. Hal ini tentu saji
akan rnenimbutkan setain ketidakaditan bagi
pemenang letang tetapi juga akan
menimbutkan ketidakpastian hukum bagi
para pihak.

Menurut teori konvensiona[, tujuan
hukum adatah mewujudkan keaditan
(re chtsge rech ti ghei d), kemanfaatan
(rechfsutilifeit) dan kepastian hukum
(rechtszekerhei dl.(Achmad Ati, Z00Z).

Dengan demikian pertindungan
hukum khususnya bagi pembeti barang hisit
tetang (pemenang tetang) sangat dibutuhkan
untuk terciptanya keaditan, kemanfaatan
dan kepastian hukum yang menjadi tujuan
hukum tersebut.

Pada masa sekarang ini kepastian
hukum adalah suatu hat yang sangat
diharapkan untuk penegakan kebenaran d1n
keadilan sehingga pemerintah harus
menyadari bahwa masih banyaknya
perangkat hukum yang harus dibuat dan
dikembangkan untuk penegakan hukum
tersebut.

B. PEMBAHASAN
A. Kajian Teori, Pengertian dan Dasar

Hukum
1. Kajian Teori

Datam bukunya Teori dan Fitsafat
Umum, sarjana W. Friedman mengatakan
perkembangan itmu hukum tidak tlrtepas

Jurnal llmiah Pendidikon Tinggi, Vot.5 No.Z Agustus ZTtZ,

dari teori hukum sebagai
landasannya dan tugas teori hukum
adalah menjetaskan nilai-nitai hukum
dan postutat-postutatnya hingga dasar-
dasar fitsafatnya yang pating datam.

Hukum pada hakekatnya adatah
sesuatu yang abstrak, tetapi datam
manifestasinya bisa berwujud konkrit.
Suatu ketentuan hukurn baru dapat
dinitai baik jika akibar-akibar yang
dihasitkan dari penerapannya adatah
kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-
besarnya dan berkurangnya
penderitaan. (Rasjidi Lity, 1 993)

Datam hal mewujudkan keadilan,
Adam Smith 11723-1790}, Guru Besar
dalam bidang fitosofis moral dan sebagi
ahti teori hukum dari Gtasgow University
pada tahun 1750, tetah metahirkan
ajaran mengenai keaditan (justicel.
Smith mengatakan bahwa; ,,tujuan
keaditan adalah untuk metindungi diri
dari kerugian (the end of justice is to
secure from injuryl. (Bismar Nasution,
2004)

Menurut G.W. Paton, hak yang
diberikan oteh hukum ternyata tidak
hanya mengandung unsur perlindungan
dan kepentingan tetapi juga kehendak.
(satjipto Rahardjo, 2000)

Berdasarkan dengan teori yang
ada maka pertindungan hukum terhadap
pembeti barang hasit tetang eksekusi
adatah didasarkan kepada beberapa
teori yang ada tersebut yang sating
berkaitan satu dengan lainnya. Untuk
mengkaji tebih mendalam tentang
penetitian ini, maka ada baiknya
dijetaskan maksud dari pertindungan
hukum, pembeti barang hasit letang
eksekusi dan eksekusi itu sendiri.

Dalam kata pertindungan,
apabita diambit dari kata dasar tindung
datam pengertian kamus Bahasa
lndonesia adatah bernaung atau
bersembunyi, yang apabil,a dirangkaikan
dengan kata hukum, maka perlindungan
hukum adalah suatu keadaan tempat
bernaung dibawah payung hukum
(Undang-Undang), maksudnya adalah
keadaaan atau tempat bernaung yang
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l::arternen Keuangan Republik lndonesia
-'-:i-ttorat Jerid*raI Piutang Dan Lelang
:lara Kantor V*iiayah I irtedan menvatakan

::-//a Pernbeli bararig hasii tetang adatah

:r:at memb*rikan ras& a,man {lan nyarnan
: rgr yang men:butulrkan yang sesuai dengan
:€'aturan yarig ada.

- Pengertian E-elang
Dalam Sosia[isasi Rancange* LJndang-

--:ang Lelang, Tim Departemen i{euangan; 09 Desernber 2004 Di &1ecian,

p*ngadilan tii"J*k n"!eu mentaati
sec&i'a suka rei*. {Djez.:li Sachar,lgBT}

tdelihet ue*gertian tersebut
diatas rnaka eiisekusi terjadi
dikarenak*n edanya hr".ltang yang tidak
cirbayar sr:i-ringga menyebabkan
penyitaan eiar; penjualan terhadao
barang diputus!,;an untuk disita.

Datam per;arijian pokok maupun
datam perjanjiar: penjaminannya, para
pihak biasa memperjanjikan bahwa
anabiia dei:itcr tidak ;'nemenuhi janji-
janji yang tertilang daiam perjanjian-
perjanjian yeng disetujui bersama,
maka hutang debitor seketika dapat
untuk ditagih. Iiengan demikian cidera
janji itu bisa henupa iatainya debitor
memenuhi k+i^rajibannya untuk
petunasan hutaitgnya pada saat jatuh
tempo, m&upl:n tidak dipenuhinya janji-
janji yang diperjanjikan, baik datam

::::fta Letang yang rJisahkan sebagai
:renang lelang ctei"r pejabat ielang atas
:-setujuan penjuat. Fese;"ta {elang arJatah
-:'rg yang beriindak atas namanya :endiri
:=: sebagai kr.iasa dari pii:ak tain, yang

-=-enuhi pe;-syaretan sesi.eai ket*ntuan
.^g bertaku untuk i-nenawar barang yang di

- '3'
Berdasarkan Keputusan #enter!

-3ngan No. 93,iP,tK.06i ?01(} pasal 1 avat
:an ayat i4i n:enyarakan bahwa leting

'.ah penjualan baranq yang dilakukan di* -ae umum ei*ngan D*na'*/eran harga
. ,:ljs eianlata* tisan serfiakin nreningkit
:: - menurltrr ulltuk r::erre apai harga
. -.:iggi, 5ifi!19 didanultui dengan
: - gumuman Lelarig. Sedangka* lel"ang

:.i:/,usi adaiah l*lang uniuk n:elaksanekan
- -:-sanilpensiapan pengadilan, dckumen-
:: - -men iain yang eiipersamakan dengan
- cian/atau rnelaksanakan k*tentuan

: :.:m peraturan perundang-undangan"
Di dalanr Kamus l-,lukurn pengertian

::- eksekusi adatah "peLaksanaan putusan
:*-gaditan: petaksanaan putusan lrakim
: ": - pelaksanaan hr-ikurnan badan
: * - aad;tan (khususriya hukur-nan nrati);
:=-,jtaan fran penjuatan se$eorang atau
: ^"yd karena berultang"" {Sudarsono,:;; t,

Seciangkan pengertiai; eksekusi yang
:'-aksudkan oleh peneliti daiam tulisan ini
:::.ah sejalan r3engan pengertian Djazuli
:::-ar yaitu eksekusi sebagai law
.-':rcemsnf atau penegakan hr-rkum, yaitu
-::i usaha nyata secara p*ksa untuk

-=.aksanakan puti:san karena para pihak
;::..r salah satu pihak datarn putusan

- ":i llmich Penrlidikcn Tinggi, Vc;l.5 No.2 Agustus 2012.

perJanJlan pckck rnaupun
penjaminannya sekaiipun hutangnya
betum jatuh t*mpo.

3. Dasar l-lukum
Dasar h*kum dari lelang adal,ah

Vendu fieglvr:*nf it*atsblad Tahun
1908 yaitu peratui-an pemerintah
peninggalan f;*landa yang masih
digunakan sampai sekarang ini yang
digunakan **ngan disesuaikan
seperlunya untui,L masa sekarang ini.
Adapun untuk lengkapnya dasar hukum
yang digunakan untuk letang adatah:

1. Venc'u R.eglernent, Stoatsblad
l'.1o. 1 8? Tahun 1908 tentang
Peratur** Penjuatan di Muka
Umum di lneionesia sebagaimana
tetah dir:bah deirgan Staatsblsd
Tahun t?41 No. 3.

7. Vend* Srg{ement, Staatsbl,ad
Tahr-:r: i *08 No. 190 tentang
lnstrul<si Letang sebagaimana
telah ijubah dengan Staatsblad
Tahun 1930 tlo= 85.

3. Pereiura* Pernerintah No. 390
Tahun 1q49 tentang peraturan
Pemungutan Bea Lelang Untuk
Peielangan dan Fenjuatan Umum.
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4. Keputusan Menteri Keuangan No'

93iPMK.06 t?ua tentang Petujuk
Petaksanaan Letang.

5. Keputusan Menteri Keuangan No'

174tPMK.ALtZA1A tentang Pejabat

Letang Ketas l.
6. Keputusan Menteri Keuangan No'

17ilPMK.o612010 tentang Pejabat
Letang Kelas ll.

7. KePutusan Menteri Keuangan No'

176lPMK.06tZfir} tentang Batai

Letang.
8. Keputusan Direktur Jenderal

KekaYaan Negara No.. - PER'

03/KN/201 0 tentang Petunjuk Teknis
Petaksanaan Letang.
Sedangkan Peraturan Perundang'

undangan lain yang terkait dengan letang
antara [ain:

1. Undang'Undang Perbendaharaan
?. Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Perdata (HIR dan RBg)

3. Kitab Undang'Undang Hukum Acara
Pidana

4. Undang'Undang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang KePaititan
6. Undang'Undang Perbankan
7. dan lain'tain.

B. Gambaran Umum Daerah Penelitian
Kantor PetaYanan KekaYaan Negara

dan Letang (KPKNL) yang sebetumnya
disebut Kantor Petayanan Piutang dan

Letang Negara (KP2LN) adatah salah satu

unit opelasionat Direktorat Jenderat

Kekayaan Negara. Kantor Letang Negara

secara struktural berada dibawah Kantor

Witayah (Kanwit) ll Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Medan.- 

KPKNL Medan berkedudukan di

Medan yang mempunyai witayah kerja
metiputi Medan, Binjai, Pematang Siantar,

Kisaran dan Padang SidemPuan.
Berdasarkan KePutusan Menteri

Keuangan RePubtik lndonesia No.

102/PMK.0L|?AAA tentang Organisasi dan

Tata Kerja lnstansi Vertikal di Lingkungan
Direktorat .,!endera[ Kekayaan Negara, tugas

pokok KPKNL adatah metaksanakan
petayanan di bidang kekayaan Negara,
penilaian, piutang negara dan letang.

Datam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud datam
Paiat 30 tersebut, KPKNL

rnenyelenggarakan fungsi :

a" lnventarisasi,
pengadministrasian,
pendayagunaan, Pengamanan
kekayaan negara.

b. Retribusi, verifikasi dan anatisa
pertimbangan Permohonan
pengatihan serta PenghaPusan
kekayaan negara.

c. Registras'i Penerimaan berkas,
penetaPan, Penagihan,
pengetotaan barang jaminan,
eksekusi, Pemeriksaan harta
kekayaan mitik Penanggung
hutang/ Penjami n hutang.

d. PenYiaPan bahan Pertimbangan
atas Permohonan keringanan
jangka waktu dan/atau jumtah

hutang, usul Pencegahan dan
penyanderaan Penganggung
hutang dan/atau Penjamin
hutang, serta PenYiaPan data
usut PenghaPusan Piutang
negara.

e. Petaksanaan
penilaian.

petayanan

f. Petaksanaan PetaYanan [etang.
g. Penyaiian informasi di bidang

kekayaan negara, Penitaian,
piutang negara dan letang.

h. Fetaksanaan PenetaPan dan
penagihan Piutang negara serta

penanggung hutang atau
penjamin hutang dan eksekusi

barang jaminan.
i. Petaksanaan pemeriksaan barang

jaminan mitik Penanggung
hutang atau Penjamin hutang
serta harta kekaYaan [ain.

j. Pel,aksanaan bimbingan kePada
pejabat telang'

k. lnventarisasi, Pengamanan, dan
pendayagunaan barang jaminan.

t. Petaksanaan Pemberian
pertimbangan dan bantuan
hukum Pengurusan Piutang
negara dan letang.

pemeriksaan kemampuan
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dalarn
KPKNL

Ve:"ifikasj darr penrbukuan
penerirnaan pernbayaran piutang
negara eJan hasri l*[ang"
Petaksanaar: adrninistrasi i{antor
Fetaya*air Kek*yaan !'legara dan
Letang.

Untuk mewujudkan
ir*rdrlgguflgjavrai:an atas p*nyet*nggaraan
--;as dan fungsi KPKI-{L yang juga sebagai
:= aksanaan dari lnstruksi Fnesiden f{o" z-:-Jn 1999, disusunlah {aporan
. " -.tabititas kin*nja KFKt'iL f/redan untuk
::ap tahun anggarafi"

Dengan adanya laporan
i- --tabitltas tersebut diharapkan para
:E l{ana tugas KPKNT $lerjan dapat
*-:xin terd'nr"ang dan termotiv&si untuk**-'rgkatkan F;inerja sehingga sasanan dan
- -ar dari visi-mjsi KPKNT_ dapat tercapai.

Gambar X

- =":ngsi Le{ang dan Jen;s-Jemis [_elang
:-ngsi L*lang

DiLihat dai'i fungsinya, letang
-*-*:akan institr-:si pasai' ya,lg

'neinprrtemukan penjua{ dan pembeli
,:::1 suaiu saat dan t*mpat tertentu
*-;:i cara pembentukan harga yang
-. 

- - -..'rid

r;n gsi ters*i:ut eii marrfaatlsarr u*tuk:" 
"lemberikan 

peiayanan penjuatan
)arang secara l*iang yarig bersifat
cepat, efisien, anlan dan dapat
:newil;udkan harga yang wajar
<epada rnasyarakat/pengusaha yang
nengfnginkan barangnya untuk di
.elang.

- ',temberikan pelayanan penjuat
!arang yang bersifat paksa atau
eksekusi baik rnenyangkut bidang
::dana, perdata maupun masatah
:erpajakan dalam rar:gka nrendukung
:en*ujr.lclnya keadilan daiam
-.asyarakat.

" ','emberikan peiayarran penj ualan
:alam rangka n:engan'lankan barang-
:arang yang dimiiiki/dikuasai oleh
-?gara terrnasuk barang-i:arang rnitik
I -r,1N/BU&trD"

-'i:ngufiipulkan penerimaan negara
:::ri bentuk bea l*lang dan uang

. -':n Pendidiksn fi*ggi, yoJ.5 No.Z Agustus 2012.

rrriskiri. {lr. Rechmat
Soen: jtr*, 1 EEI).

STPU(IIR ORSiNIEASI KPX'L MEEN

Fungsl lainnya cari lelang adaiah
fungsi yang <tlsebut dengan fungsi privat
dan fungsi pubfik.

Fungsi p#vat letang tertihat pada
peranan ielang sebagai institusi pasar
yang rnemperterniikan penjual dan
pembeli sehir"rgga leiang berperan datam
memper{anca;" arus latutintas
perdagangan barang dan lelang dapat
dipergunakan $eeara luas oleh
masyarakat.

Fungs{ pubiik dari [elang
tercermin tjari 3 {tiga} hal, yaitu:

1" liengamankan aset yang
dimiiikildikuasai negara untuk
men'ingF<atkan efisiensi dan tertib
adrninistrasi dari pengelolaan
aset tersebut"

2. Petayan*n penjualan barang
daLan': rangka rnenwujudkan
penegal<kan hukum (law
enforeernent\
rnencerrninkan

yang
keaditan,

keamanan dan kepastian hukum
sepe;"tf penjualan barang bukti
eks sita nengadilan, kejaksaan,
pajak, dan sebagainya" Dalam
hai irri leiang digunakan sebagai
sarana hukum ilntuk
m*{aksanakan putusan atau
penetapafi instansi-instansi yang
berwenang.
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3. Mengumputkan penerimaan negara
datam bentuk administrasi bea tetang
dan uang rniskin yang mengembai
fungsi budgetair.

2. Jenis-Jenis Lelang
Menurut lda Novianti Kasubdit Bina

Letang l, daiam makaLahnya menyebutkan 3
(tiga) jenis lelang yaitu:

a. Lelang Eksekusi
Letang Eksekusi adatah tetanguntuk melaksanakan

putusan/penetapan pengaditan
dokumen-dokumen Lain yang
dipersamakan dengan itu, dan/atau
metakanakan ketentuan datamperaturan perundang-undangan,
termasuk [etang eksekusi pengaditan,
telang eksekusi pUpN, - tetang
eksekusi pajak, dtt.

b. Letang Non Eksekusi Wajib
Lelang non eksekusi wajibyaitu Lelang Nonekekusi WajiU

adalah [etang untuk me[aksanakan
penjuatan barang yang otehperaturan perundang-undangan
diharuskan dijuat metafui teta-ng,
termasuk telang barang BMN/BMD;letang barang -gUAANlgUIltO

berbentuk Nonpersero, telang benda
BMKT, d[t.

c. Letang Non Eksekusi Sukareta
Letang noR eksekusi sukareta

adatah re[ang at;; 
-uiiune 

mitik
s.wasta, orang atau badan
hukum/badan usaha yang ditetang
secara sukarela, termasuk Letang
Barang Mitik BUMN/D berbentu[
Persero, Letang Barang Swasta, dt[.

D. Proses Lelang di KPKNL Medan

1. Penyetoran Liang Jaminan
Datam setiap pelaksanaan tel,angdapat disyaratkan kepada calon

peminat/pembeti untuk menyetorkan uang
jaminan. Besarnya uang jaminan ditentukai
gJuh penjuat/pemohon lelang dengan
memperhatikan saran dari KpKfrL.

Jurnol l{miah pendidikan Tinggi, Vot.F No.Z Agustus ZltZ.

Berdasarkan Pasat 1? ayat (Z}
Keputusan DJPLN No. KEF-35 tpL/ZWZ,
tenggang waktu antara penyetoran u4rEjaminan dengan tanggaI petaksanaan
letang seLarnbat-tambatnya i (satu] hari
kerja sebetum petaksanaan te'tang'yang
disetorkan ke rekening KpKNf atau
kepada Pejabat Letang Ketas ll yang
bersangkutan.

Makud ditentukan uang jaminan
letang adatah:

1. Merupakan satah satu cara untuk
mengetahui kesungguhan dari

- caton perninaUpembeti tel,ang.
Z. Merupakan suatu tindakan hu-kum

dan jaminan bahwa harga tetang
aka.n dibayar oteh pembeti tepat
pada waktunya yaitu setesai
petaksanaan [etang.
Uang jaminan diperhitungkan

dari.harga. barang yang di tetang |angdibeti otg! pembeti, seaangkan 
-bagi

peminat letang yang telah memberikan
uang jaminan tetapi tidak ditunjuk
sebagai pemenang tetang, maka uang
jaminan akan dikembatikan seturuhnya
kepada caton peminat tersebut tanpa
adanya pemotongan apapun.

Datam hal calon peminat yang
ditunjuk ,sebagai pembeti tetang
wanprestasi dengan tidak metakukan
kewajibannya untuk metunasi harga

lgrang [elang sesuai jangka waktu yang
ditentukan yaitu setambat-tambatnya i(tiga) hari kecuati pembeti tersbbut
mendapatkan dispensasi yaitu
persetujuan penundaan pembayaran
harga lelang secara tertutis dari Dir-ektur
Jenderal atas nama Menteri (pasat 34
Peraturan DJKN No. PER-O3/KN ll:}fil.
Setanjutnya pembeti tersebut diberi
peringatan tertutis yang ditandatangai
91*h Kepata KPKNL dan tidak juga
diindahkan, maka pejabat Letang ikan
membatatkan pembetian tetang tersebut
dengan membuat surat pernyataan
pernbatatan dan uang jarninan tersebutakan disetorkan kepada Kantor
Perberrdaharaan dan Kas Negara, dan
pembeti tersebut diberi sanksi tidak
dibenarkan mengikuti tetang disel,uruh
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".itayah indonesia rJatarn waktu 6 (enanr)
:ulan setetah ditunjuk sebagai pelrlenang
.l:no

2, Penyerai:an l.{fiai Limit
Setia* peiaksanaan lel,ang harus ada

-ai'ga tirnlt tr*rhadapr barang yang dijuat.
-arga limii ditentukan oleh pemohon
.e[ang/penju*[ secara tertuiis dan
jiserahkan kepaeia Pejabat Le[ang datam
amplop te rtut*p dan dimasukkan dalam
.otak tr&nsparan selanri:at-tarnbatnya parJa
saat akan rSin:ulainya pelaksanaan lelang.

Flarga {'ir"nit rn*rupakan pedoman bagi
:eiabat leLang urntuk menetapkan peminat
.elang yang mengaji-.rkan penawaran
:ertinggi dar: diailggap teiah rneneapai atau
netainpa,*i i:arga irnltt, nnaka
:eminatlpenalrar tersebut
:i nyatakan srbagai perrrbeli 

"

3, Pelaksaa:aan Penewara;"r

dapat

Teri,:tdn- ca[cn
pemin*tip*r;::*e1! yang penawarannya
tetah rnel-reapai dan atau melebihi harga
limit, n'raiia ditunjuk dan ditetapkan
sebagai p*ff1*.iang leiang, dan
pemenailE {eLang tersebut diwajibkan
untuk m*nrba,var harga ielang selambat-
tambatnya 3 itiga) hari kerja setetah
petaksanaen ieiang, kecua[i mendapat
dispensas! L.e*tl:ayaran Uang hasiI
[etang.

Flnr-or e.,.* d rlliiTjilLi,i*1ff;Lsrj.* # ry -"i::;';;:"t;fiilii*'-

F-
l

n:bar"?

Ketera*gal'i Sit*rn* llda Novianti, 2010) :

Pros*<fur- ':-':iang ierbagi 3 (Tahap)
yaitu:
l. Persiapa* Lelang

la"Penjuai n:cngajukan permohonan
lelang.

1 b. K*pai* !t'iPKFIi- menetapkan Jadwat
l-etang.

2. P*ngunturnan Leiang oleh Penjuat.
3. Pemir:*t menyetor uang jaminan

agar sah s*bagai peserta letang.
ll. Pelaksanaan {-eiang

4. Felaksanaan lelang oteh
Pejab*t Lel,ang dari KPKNL,
p*sert"a teXang atau kuasanya
harus hadi:" di tempat lelang.
P*na'*ar yang tertinggi yang
te[*"h mencapai atau metampaui
Harga l-i*lit disahkan sebagai
Pcf:,e.,sriB Letang/ pembeti

l!1, Purnaiele*g
5.a. Fer:enang Lelang wajib

r*ernbayne' Harga Lelang
berdasarkan peraturan
p*rundang-undangan yang
heri*ku.

F*iaksen-*an sistem penawaran
:apat dilaki:k*n sefiara terbuka, iisan naik-
'aik atar* daiern i:entr-lk t*rti-rL.is yang hanya
:oteil diajr:k*;r satu kaii Surat penawaran
:erharlap barang yang sama, y*ng tujuannya
adalah ur':tuk r**ngaptirnalkan herga barang
-,ang leta*g.

.Apatllx ejalam pelaksanaan telang
:idak ada per:st^i&ren, rnaka Fejabat Lelang
renyaiakan bahwa lelang tersebut
Sinyatakan :ei:agai i*etang Tidak Adarenayraran cian Pejabat Lelang harus
nembuat Risalah Letai-rg Tidak Ada
Penawaran.

Untuk peiaksanaan lelang yang
rarga penai//aran tertinggi beium mencapai
'iilai Lirnit r:ieh Fejabat Letang akan
Jinyatakan se.hagai Letang Ditahan danDejabat le{ang tersebut harus membuat
Rjsaiah Leiang Ditahan cjan kepada
pemohcni *enjuai barang yailg diletang
Cikenakan biaya p*nahan treiang yaitu Bei
Lelang ilirahan dan pejabat Letang
mengeluerkan kuita*si sennentara yang
kernudian rnenyetorkannya k;
Bendaharav"ran F*neri rna.

4. Penur:jultan p*menang l_etang dan
Pembayaran Hasti Lelang
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5.b. KPKNL menyerahkan Risalah
Letang sebagai bukti kepada
pemenang letang.

5.c. KPKNL menyetor hasit bersih
lelang kepada Pemohon Letang
dan menyetor Bea Letang ke kas
negara.

Dari hasit penetitian pada KPKNL
Medan juga peneliti mendapatkan data
petaksanaan letang yang tetah dilakukan
oteh KPKNL Medan sampai dengan November
2010.
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ini tidak *"*Uuut
batalnya eksekusi, otch karena
itu eksekusi tetap dijatankan
meskipun tereksekusii tetap
keberatan dan meqgajukan
perlawanan. i
Amar Putusan Kurang Jetis.
Ketidakjetasan Amar Putusan
dapat membuat pihak
debitur/pihak ketiga meffibuat
pertawanan dan menggugat
barang hasil lelang. Apabita hat
ini terjadi pada saat eksekusi,
maka yang dapat ditakukan
adatah:

a. Eksekusi dikaitkan dengan
Pertimbangan Putusan.

b. Bita ukuran dan batas
tidak jetas, maka lakukan
pemeriksaan setempat
untuk menemukan secara
pasti tuas dan letak tanah
yang hendak dieksekusi.

c. Menanyakan pendapat
majetis hakim yang
memutus perkara yang
bersangkutan.

d. Menyatakan Putusan
Noneksekutabel atas
Atasan Amar Putusan
Ticlak Jetas.

Luas Tanah Berbeda Dengan
Amar
Apabita hat ini terjdi maka
eksekusi tetap dital*anakan
dengan cara mengkaltkan
eksekusi antara amar
dengan keadaan tanah yang
tidak boleh
noneksekutoriat.

a. Jika luas tanah
luas yang
datam amar

2.

Tabel
1

Dari tabel diatas diketahui bahwa
frekuensi barang yang tetah tetang di KPKNL
Medan yang pating banyak ditakukan datam
kurun waktu Januari sampai November 2010
adatah letang hak tanggungan yaitu 630
kegiatan, sedangkan untuk letang dari
Perum Pegadaian adatah 0 {not} atau tidak
ada.

E. Faktor-Faktor Penyebab Debitur /Pihak
Ketiga Menggugat Barang Lelang.

Ada bebarapa faktor penyebab
debitur/pihak ketiga menggugat kembati
barang yang ditetang tersebut. Faktor.faktor
ini juga yang menjadi penyebab awal
gugatan dari debitur/pihak ketiga ketika
barang yang menjadi agunan tersebut akan
dieksekusi. Adapun . faktor.faktor
penyebabnya antara [ain:

1. Eksekusi Atas Barang Yang Letang
Ditaksanakan Tidak Sesuai dengan
Amar Putusan.
Atasan ini sering menjadi dasar
debitur/pihak ketiga untuk
menggugat eksekusi karena amar
putusan tidak sesuai. Akan tetapi hat
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tanah yang ekseku$
hanya setuas yang
disebutkan dalam amar.

b. Jika tanah yang
dieksekusi tebih tuas dari
ukuran yang disebutkan
datarn arnar putusan,
patokan eksekusi harus

1979-9&l0
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b*rpedoman pada {uas tanah
yang disebut daiarn amarputusan dan tanah
keleb!hannya masih nrilik
tergguEat sarnpai pengugat
memlruat gugatan baru
karena mer&sa dirue.ikan
(dalam hai ini gugatan 

-yang

ada adalah atas tanah
keku;-angan tersebut). Datam
kasus ini tidak boieh
di nrlatakan noneksekutoriat.: lmar rMeliput.i Fiirak yang Tidak

Digugat.
Dalarn haI ini dapat ciicontohkan
pada kasils tanah dirnana tanah
iersebut pemii.iknya adalah A karena
warisan. A, rnenggugat B untuk segera
rnengosongkan tanah tersebut, akan
tetapi secara nyata ianatr tensebut
berada di tangail C, sedangkan C
tidak ikut digugat, apakah arnar
putusan yang ,:da dapat rnenjar:gkau
C sehingga eksekusi penyerahan-dan
pengososnga!-t dapat <iipaksakan
kepada C?

HaL ini dapat dijawai: bahiva paCa
asasnya Arnar fr,leliputi pihak yang
Tidak Digugat dan apai:iia C terbukti
memper*leh tanah tersebut ciengan
Atas Hak yang Jelas, maka eksekr:si
metatui gugatarr yang baru.: Petaksanaan Lelang Tidak Sesuai
Dengan Ketentuan yang Berlaku.
Adanya ai,asan dari pihak
debitur/pihak ketiga bahwa
petasanaan eksekusi yang kemurlian
diteruskan ciengan [etang adatah
tidak sesuai dengan prosedi.rr. yang
ada sehingga diharapkan bahwa
eksekusi dan {etang tersebut dapat
di batatkan.

: Hasif Lelang Mer"ugikan
)ebiturlPihak Ketiea.
Dalam hat ini AeE:turlpthak ketiga
llerasa hasil dari leiang tidak sesuai
aturan yang ada. Debitur/nihak
xefg.a mengangqap nitai juai lelang
tertatu rendah sehingga rnerugikan
debiturtpihak ketiga.

7. Krlehihas: i"Jang Hasil
Leiarg Ti,Jak Diber.ikan Ke
Fe;niljk P,r*reng"
Eikai"e;:akan uang hasil tetang
ternvaix rne[*bihi hutang yang
harr;; d;i;e';r*rken ke kneditur
(Banki iq*ffi:-rdian ternyata tidak
dik*mr-raiii.:an sisa uang hasit
lelang tersebut kepada
d*biturrpihak, ketiga, maka !ni
j,;*a rr:*;rjaeli faktor penyebab
pii-,ax c*hiturlpihak ketiga
rnengijgat i:ar.ang yang teiah
dijual riieiaiui letang.

8. dsb.

F. Fer{indungan *ukum Terhadap
Fembe{f Sarang l-lasf i Letang
Eksekr.:si.

Hasil pei':eiitian perlindungan
hukum i:agi r:er*L:eii tetang dapat ditihat
dari 2 {Cua} peraturrr yang ada yaitu:

1. Berd*sark,.*i'i Fereturan Hukum
Acara Ferd*;a ii{|ft dan RBgi

Teriraeap peri;ndungan pembeli
barang [eiar,g sehenariiya tetah diatur
didatam Pas;ri Z(i0 ayat {11! HIR atau
Pasat 218 ayei {Zi RBC. Apabita ada
gugatan s*p*rti {*fis€rvfrtair bestag
setelah adanya eksekusi penjuaian
lelang adaiah tidak tepat, clikarenakan
sejak pLltusan eksekusi tetang yang
mempunyai kekuatan ht"lkum tetap dan
dijatankan, rnaka hapustah kekuatan
mengikat dari *servatair beslog atas
barang yang dilelang tersebut dan
kemudian h*riakutah ketentuan pasaI
200 ayat {1 1 } h{iR aiau pasal 118 ayat (2)
RBG.

,{kan tetapi pada kenyataannya
masih ada se;a gugatan caservatoir
b.g.slgS atas hei-anq y&ng tetah elitetang
dibeti oleh *emb*l,i lelang yang
dimenangka* +ieh hakirn" l,teiurui m.
Yahya i-{aranap di da{am bukunya
Perrnasalahari dan penerapan 5ita
Jaminan Corservaforr ffes{ag adatah
ketiru ejan ralah apabiti Ketua
Pengadilan ileg*ri beranggapan
conservat*i!" ilesirg rnasih bisa
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dikenakan pada barang yang tetah ditetang
dan oteh karenanya pembeti telang tidak
diharuskan mengajukan permintaan
pengangkatan conservatoir beslag. Datam
hat ini Ketua Pengaditan Negeri mesti
berpedoman pada ketentuan Pasat 200 ayat'
(11) HtR atau Pasal 218 ayat (2) RBG dengan
tata cara:

1. Memerintahkan ekekusi riit
terhadap barang yang dijual telang,
dan

2. langsung memerintahkan
pengosongan untuk serta merta
menyerahkan hak dan
penguasaannya kepada pembeti
[elang.
Hat ini dikarenakan menurut Pasal

200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2)
RBG, eksekusi riit berupa pengosongan dan
penyerahan barang yang dijuat lelang
kepada pembeti adalah merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisah pada eksekusi
penjua[an [etang {executoriale verkoop).
Berdasarkan asas ini, eksekusi penjuatan
lelang dianggap belum sempurna, setama
barang yang ditetang betum dikosongkan dan
diserahkan kepada pihak pernbeti letang.
(M. Yahya Harahap, 1990).

2. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 931PMK.06 IZO1A

Bahwa berdasarkan Peraturan
Menteri tersebut di datam Pasal, 78 huruf
(g), dimana dinyatakan bahwa pada bagian
kepala dari risatah letang memuat yaitu
satah satunya sifat dari barang yang ditetang
dan atasan barang tersebut ditetang. Datam
hat ini juga menurut informan peneliti
bahwa dengan alasan ini pihak batai tetang
tidak dapat dituntut mengenai barang hasit
tetang yang telah dibeli oteh pemenang
lelang. Didatam risalah letang jetas
disebutkan kondisi barang.dan hat-hat yang
ada pada barang yang akan ditetang dan
kondisi barang yang hendak ditetang juga
diumumkan secara lisan pada saat tetang,
jadi pada kenyataannya menurut informan
pihak pembetitah yang harus jeti dan hati-
hati datam membeti barang hasit [etang
karena pihak batai telang hanya bertanggung
jawab sampai batas penyerahan hak tetah

diserahkan. Apabita ada gugatan
debitur dan atau pihak ketiga maka hat
demikian adatah menjadi tanggung
jawab pembeli barang letang.

Berdasarkan keterangan dari
informan tersebut, bahwa dengan
keadaan dan kondisi barang lelang yang
ditetang tersebut sangat rnempengaruhi
harga barang letang. Hat ini terjadi
dikarenakan resiko atas gugatan dan
tainnya adatah menjadi tanggungjawab
pembeti.

G. KESIMPUTAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Bahwa petaksanaan Proses
barang agunan yang ditetang di
Kantor Pengurusan Piutang dan
Lelang Negara (KPZLN) Yang
sekarang menjadi Kantor
Petayanan Kekayaan Negara dan
Letang (KPKLN) tetah sesuai
dengan peraturan yang ada.
Bahwa faktor-faktor penyebab

debitor/dan atau pihak ketiga
menggugat barang agunan Yang
ditetang dapat dikatagorikan atas
2 (dua) katagori yaitu katagori
faktor internal yaitu yang ada
pada diri debitor/dan atau pihak
ketiga dan katagori faktor
eksternal yaitu dituar diri
debitor/dan pihak ketiga
tersebut.
Pertindungan hukum yang ada

terhadap pembeti barang hasit
lelang betum dapat memberikan
rasa keaditan dan kePastian
hukum sesuai dengan tujuan
keaditan dan kepastian hukum itu
sendiri. Dasar hukum yang ada
yang berkaitan dengan
perlindungan hukum tidak tegas
menyatakan memberikan
pertindungan hukum kePada
pembeti tetang. Hat ini juga Yang
mendasari mengapa harga rata'
rata penjuatan metatui tetang
khususnya tetang eksekusi tebih
rendah dari harga pasar. Dalam
hat ini dikarenakan setelah

b.
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pembelian barang lelang tersebut
yaitu penyerahan hak kepemilikan
barang setetah menerima satinan
risatah letang, pembeli
bertanggungjawab atas ha[-ha[ yang
terjadi setanjutnya terhadap barang
yang dibetinya, karena pihak batai
letang datam ha{ ini sebetumnya
sudah rnenginformasikan keadaan
dari barang yang ditetang tersebut
dan ini tetah dituiiskan datam risatah
tetang.

l- $aran
L Undang.Undang Letanq yang masih

peninggalan Pernerintah Belanda
sudah saatnya diganti, karena sudah
tidak retevan dan tidak sesilai tagi
dengan keadaan sekarang ini.

b" Undang'Undang yang baru nanti
diharapkan akan lebih nrenrberikan
rasa keadilan, kernanfaatan dan
kepastian hukum bagi para pihak
terutama pernbeli barang hasit
tetang khususnya letang eksekusi.
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